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PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2Ol9

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PR'ABAT NEGARA DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.JA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10

ayat {21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2OL9

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan'Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai

Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat

Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan

Pasal 10 ayat {21 Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2Ol9 tentang Pemberian Tur{angan Hari Raya

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Frajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

Penerima Tunjangan, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya

dan Tunjangan llstiga Belas Bag Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Negara dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabqpaten

Toraja Utara.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara



\-

\-

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendatraraan Negara (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat

dan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44381;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Ifubupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a87al;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

549a!;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintatran Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik
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IndonesiaTahun2Ol5Nomor58,Tambahart
kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tlrnjangan

Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Frajurit

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun Atau Ttrnjangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

115, Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah

beberapa kali teraldrir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tatrun 2019 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pemberian Gaji,

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun

atau Tunjangan (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun zOLg Nomor 92, Tambatran

Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63a21;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2Ol9

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada

Pegawai Negeri Sipil, Pr4jurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63a91;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

\-,
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Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
l1 Tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 11, Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
Nomor 4 Tahun 2O16 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Daerah I(abupaten
Toraja Utara Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor
13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tora,ia Utara Tahun
Anggaran 2019 (kmbaran Daerah Kabupaten

Torag'a Utara Tahun 2018 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Torqia Utara Nomor SO Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten

Torqia Utara Tahun 2018 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

TUNJANGAN KETIGA BEI,AS BAGI PEGAWAI NEGERI

SPIL, PE.]ABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Menetapkan
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urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dart

Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinslp

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Ind.onesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daeratr adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

4. Pejabat Negara adaLah Bupati dan Wakil Bupati

serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang

selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah

Anggota DPRD Kabupaten Tora-ia Utara.

6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau per:aturan perundang-undangan.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(PAIKPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain
yang dipersamakan.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
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disebut SP2D adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh I(antor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPI.| selaku kuasa Bendahara Umum

Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban

Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah (APtsD)

berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(l) PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak
termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar
tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi
Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar
negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasannya.

( 1)

Pasal 3

Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dal,am pasal

2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan
pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

l2l Dalam hal penghasilan I (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) belum dibayarkan sebesar

yarlg diterima karena
berubahnya penglrasilan, kepada yang bersangt<utan

tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari
Raya.

(3) T\rnjangan Ketiga Belas bagi pNS, pejabat Negara

dan Anggota DPRD diberikan sebesar

pa.da bulan Juni.
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(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya

diterima karena perubahan penghasilan, kepada

yang bersangkutan tetap diberikan selisih

kekurangan penghasilan ketiga belas.

(5) Penghasilan sefoagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan

Anggota DPRD yang meliputi gaji pokok, tunjangan

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(6) Dalam hal penghasilan pada bulan juni

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya

diterima karena perubahan penghasilan, kepada

yang bersangkutan tetap diberikan selisih

kekurangan penghasilan ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara

dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10

(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.

(21 Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,

Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal

Hari Raya.

(3) Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara

dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 5

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan Sp2D

Ttrnjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

v
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BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian firnjangan Hari Raya dan

ftr4iangan Ketiga Belas da.pat bersumber dari :

a, Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daeratr; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan ddak mengikat.

BAB V

KETBNTUATI PEilUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundanglran.

Agar setiap oreng mengetatruinya, meurerintahkart

pengundafigan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya datam Berita Daeratr lhbupaten

Toraja Utsxa-

Ditetapkan di Rarrtepao
pada tanggaf gg Hd ACig

UTARA,

q
ri
,l
o

J A tl d;r

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal m Siei m19

DAERATI
TORA"IA UTARA,

Cra{

=r.l

BARE

BERTTA DAERAH
TAFIUN 2OT9 NOMOR

KABUPATEN TORA.IA UTARA
1?

8


